TEMPO

P
| Jan |(fEE)LMarf Apr | Mei | Jun | Jul ] Agust{ Sept | Okt | Nov [ Des |

| 2015 ]

o
|1(\2_’]3|4|5\sj7Ja[9i10 |11|12]13!14|15!16|17|18?19[20|21|zz]23|24]25']25f27jsz29[30[31]

Harry Azhar Aziz, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan :

Pengelolaan Keuangan Harus Untuk
Kemakmuran Rakyat

adan Pemeriksa Ke-
Buangan telah mema-

sukierakepemimpinan
baru sejak akhir Oktober
tahun lalu. Sejak dilantik,
Harry Azhar Azis, yang
menggantikan Ketua BPK
sebelumnya, Rizal Djalil,
berkomitmen pemeriksaan
BPK ke depan ditujukan
agar pengelolaan keuangan
negara diarahkan sebesar-
besarnya untuk kemakmur-
an rakyat.

Sebab, menurut Harry,
pengelolaan keuangan
negara yang semakin baik
seharusnya diikuti dengan
berkurangnya kesenjangan
pendapatan- masyarakat.
Kepada Martha Thertina

dan Frannoto Suip dari °

Tempo, mantan politikus
senior Golkar ini berbicara
panjang-lebar soal rencana
audit belanja pemerintah
yang bakal bergerak lebih
jauh. Berikut ini petikan
dari wawancara yang ber-
langsung sekitar satu sete-
ngah jam di ruang kerja di
lantai 17, Jumat dua pekan
lalu. :

Bisa dijelaskan, ke mana

.pemeriksaan BPK akan

berfokus di masa menda-
tang?

Filosofinya dulu yang
harus dipahami. Pemerik-
saan pengelolaan keuang-
an itu, menurut founding
fathers kita, untuk memas-
tikan pemenuhan tiga
unsur, yakni keterbukaan,
bertanggung jawab, dan
digunakan untuk sebesar-
besarnya untuk kemakmur-
an rakyat.

Kalau uang Rp 100 mili-
ar dibelikan oleh APBD
atau APBN permen, lalu
dilaksanakan oleh pre-
siden, gubernur, bupati,

Sub Bagian Humas

wali kota membeli permen
dengan cara yang tepat,
kami periksa ada bulkti-
buktinya. Apakah kami
akan memberikan opini
disclaimer (tidak memberi-
kan pendapat)? Tidak, kami
akan tetap memberikan
opini WTP (Wajar, Tanpa
Pengecualian), karena dia
comply aturan.

Tapi ada pertanyaan yang
lebih besar, apakah per-
men itu menyejahterakan
rakyat? Kenapa tidak beli
susu, beras, daging, ikan?
Pertanyaan itu tidak mun-
cul, belum muncul, atau
masih kecil. Itu yang saya
mau dorong
di BPK.

Artinya
a k an
banyak
audit kebi-
jakan, ya,

Pak?

Ttu yang nanti
masuk audit
kinerja. Saya
sedangmencaricara
juga di dalam audit
keuangan, pasti akan
muncul itu. Misalnya,
belanja birokrasi di
daerah-daerah itu 70
persen, belanja modal
10 persen. Sampai kia-
mat seperti itu, rakyat
pilih bupati siapa pun
tetap gigit jari. Nah,
saya minta itu diteliti,
rasio-rasio belanja, mana
pola belanja yang menye-
mana pola belanja yang
membuat rakyat semakin
menderita. ;

Sektor-sektor apa yang'

akan diaudit lebih dalam
ke depan?

Pertama, sektor kesejah-
teraan rakyat yang direct
individual ke rakyat. Pak

Jokowi ingin kami mene-
liti program kartu pintar
dan kartu sehat, misalnya.
Meskipun sudah pakai
cash, saya mau pastikan,
di ujungnya, apakah pene-
rimanya betul-betul orang
miskin, atau anak ketua RT,
anak lurah atau tetangga
lurah, atau apa.

Sektor lainnya?

Mungkin nanti audit dila-
kukan ke program-program
lainnya yang secara tidak
langsung membu-

at kesejahteraan

rakyat. Misalnya,
ketika jumlah dana

. masuk ke infra-
struktur, itu menghasilkan
berapa jumlah lapangan
kerja dibanding satu jum-
lah dana masuk ke belanja
subsidi, misalnya.

Soal penerimaan negara,
Perhimpunan Prakarsa
menyebut realisasi peneri-
maan tahun 2014 terendah
sepanjang 25 tahun, cuma
sekitar 91 persen. Ada
rencana untuk mengaudit
kinerja Ditjen Pajak?

Untuk itu, ada yang harus
diubah dulu. Di Undang-
Undang Perpajakan,
informasi tentang
wajib pajak tidak
bisa diakses selain

oleh Ditjen Pajak,
sama dengan
rekening bank,
itu tidak
bisa diak-

ses. Kami
juga _ tak

bisa masuk

(audit Ditjen

Pajak), kecuali ada bebe-
rapa kasus tertentu dan itu
seizin Menteri Keuangan.
Saya sudah bicara dengan
Menteri Keuangan dan
Presiden, tapi belum terlalu

tegas. Tapi saya sudah sam-
paikan beberapa halangan
perundang-undangan.

Apakah audit kinerja
Ditjen Pajak akan sulit
dilakukan?

Saya sedang mencari
celah untuk mengaudit
karena ada beberapa data
perpajakan di undang-
undang yang diperboleh-
kan dibuka, misalnya data-
data yang sifatnya kolektif.
Tapi data individual tidak
bisa. Kami bisa meneliti,
misalnya, dari total indus-
tri di Jakarta Pusat berapa
tingkat pendapatannya,
seharusnya setoran pajak
berapa, nah itu bisa kita
bandingkan. Jadi, kami
tak harus menunggu revisi
undang-undang. Kami ini
bukan orang yang bodoh-
bodoh amat.

Setelah ada kesepakatan,
bagaimana realisasi hed-
ging utang luar negeri dari
BUMN hingga kini?

Saya sudah baca kon-
sep kesepakatan (hedging
utang BUMN tak dianggap
sebagai kerugian negara),
tapi tidak ada yang tanda
tangan. Tidak mungkin
kami pakai itu sebagai
aturan. Ini yang membuat
direksi BUMN belum ter-
lalu gembira karena belum
pasti.

Kalau BPK disuruh ikut
aturan, paling kami kem-
bali ke Undang-Undang
PT, BUMN, Peraturan BI,
Peraturan Menteri BUMN,
apa betul ada persis seperti
itu?

Soal tudingan jual-beli
opini BPK, Anda sempat
merencanakan audit ulang,
bagaimana kelanjutannya?

Itu yang mekanismenya
belum ada. Saya sudah



TEMPO

P o
| Jan ](EEE)[ Mar | Apr | Mei [ Jun | Jul | Agust | Sept | Okt [ Nov [ Des ]

[ 2015 |

P i
1{&)3|a[5|5]7|s|9|10 ]11112|13]14|15|16|1?J18]19i20|21|22]23|24]25I25]2?]28|29|30]3ﬂ

tanya ke sana-kemari. Dulu,
bila hasil audit walaupun
salah, sifatnya final dan
mengikat. Ini yang saya
tidak terlalu setuju. Masak

" kita mempertahankan yang
salah.

Dengan latar belakang
politik yang kuat di Golkar,
banyak yang memperta-
nyakan apakah Anda bisa
independen ketika menja-
bat di BPK?

Ini karena politik kita
lebih banyak labeling, tidak
ada individual character.
Walaupun saya dulu Golkar,
apakah karena di BPK, saya
tutup pintu sama sekali
ke Aburizal Bakrie? Lain
halnya kalau dia (Aburizal)
memerintahkan dan saya
ikut.

Tapi, kalau misalnya

. silaturahmi, ngopi-ngopi;
mendiskusikan sesua-
tu yang hubungannya
untuk negara, apa-
kah tidak boleh? Toh,
keputusannya ada di

kita. Kita cuma tunduk
pada pemahaman terha-
dap kemandirian dan
pertanggungjawaban
kepada Tuhan, Kita tak
bertanggung jawab
pada siapa pun. @
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